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FPENDARUL.UAN

kan pembangunan di1 segasia bidang kehldupan,yang da mema-

suk i abad 21 ina Eektorlindustri menjadl titik |beratnvya.

Seperti kita sadarl bersama lIndonesia sedang *eﬂaksana
Dalam proses pembangunan tersebut yang menjadl andalam utama
bukan kekayaan alam yvang cukup banyak melainkan| kualitaﬁ
manusia Indonesia seuwtuhnya., Kualitas manusia it lah yang

qkan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pﬁmbangunan

tersebut. i

Di megara Indonesia peﬁaksanaan pembangunan tidak hanya

menjadli monopoli kaum pria sajla tetapl kaum wanita puﬁ sudah
banyak yvang terjun langsung didalamnya.Dalam era 1 dustria*
ligasi ini makin banyak industri- industri baru ber JncuLan,
baik industra kecil, menengah, maupun besar. Kea a@n ini
menyebabkan makin besarnyé jumlah tenaga kerja yang dﬁbutuh~

kan dalam proses produksiy. Jumliah buruh yvang direkrut Cindus-—

tri1 raksasa tidak hanya ratusan orang tetapi mencapai Jjumlah

‘ribuan. Dan dari jumlah tersebut ternyata jumlah bur hllwani~

tanya pun cukup tinggir. Apalagil bagl industri-indust 1ipango-
Clahan bahan makanan, konveksi, dan rokok, mavoritas |buruhnys

adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa potensi dan t?nggung

jawab - para wanita dalam proses pembangunan tersebut cukup

mempunyal arti pemnting. ‘ 1

3
i
¥
)
.{l
M
*

|



Tetapi apalah artinya kalau potensi yang dim liki kaum
wanita tersebut tidak didukung oleh kepastian hak dén kepas—

tian kedudukan mereka. ' l

- PERMASALAHAN

FPermasalahan disekitar perburuhan terutama buLuh wanita

. |

merupakan masalah yvang cukup serius.Masalah perla$uan yang
berbeda antara buruh pris darm buruh wanita terhadap‘pémberian
upah, sulitnya bersaing dengan pria dalam mendapatk%n posisi

kerja vyang lebih baik, hah cuti dan lain lain'lmérupakan

masalah yang sering dialami buruh wanita. . The Int rﬁational_‘g

Code mengatakan babhwa meﬁgingat perbbahan - perubah “§ soéiall
darn politik pada tabun —‘tahun terakhir ind serta kanyataan
bahwa buruh wanita menderita karena pemerasan dén ,perlakuan
tidak sama ( exploitation and discriminétibn ) paHa Jaman
yang 1a1u;_ perlu diadakan penyelidikan mengenai kedudukan
buruh wanita secara menyeluruh.l)

Melihat kenvataan ﬁerﬁebut timbul péfmasqlahah b?gaimam
na sebenarnya kedudukan buruh wanita Indonesia,dalam beratu~

ran perundang —~ undangan yang ada pada saat ini.

1) Imdn Soepomo
ean Buruh



PEMBAHASAN

l.Pengertian

Untuk membahas permasalahban ‘tersebut diaths Cperlu.

dijelaskan terlebih dahulu épa pengertian dari burpﬁ: wanita
Ltu.

_ Buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain atau
| : : '

duatu badan dengan menerima upah, dalam suatu hubungan keria
vang "zakelijk".2)Jdadi buruh;wanita‘adalah wanita yvang beker-—

Ja pada orang lain atau suatu badan dengan mengrima upah,

dalam hubungan kerja yang "zakelijk".

2. Konvensi ILD ( International Labour Qrgapization )}

Masalah kedudukan buruh wanita sebenarnya teléh menda-
pat perhatian dunta irntermnasional. Dalam rangka‘ ﬂenegakkan
hak - hak asasi manusia khususnya pelaksanaan pers%méan ‘hak
rantara wanita dan pria, dewan khusus PBB yaitu ILO E(Lnterna—
tional  tLabour Organization ), telah banyak berja%a " dalam
memajukén hakfdan kedudukan burub wanita.

Komisi Kedudukan wanita yang dibentuk tahpn 1946,
telah melakukan penelitian dan membuat rekomendasi Ean ramn-—
cangan perjanjian { Draft Convention ), dalam rangkaz memper-
baiki kedudukan wsanita dalam lapangan politik, Eperdata,
soslal, ekonomi,dan pendidikan serta berusaha mengﬁilangkan

segala diskriminasi terhadap wanita dalam bidang + bidang

1
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tersebidt.

&) Penjelasan Lindang - Undang No. 12 Tahun 1948



Praft convention yvang telah dibuat diserah@an kepada
Dewah‘ Ekonomi dan sosial untuk disetujul dan iditeruskan
kepada Majellis Umum PBE. Konvensi yang bersangkutad 'kemudian'
terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi olahiwagara -
negara  anggota PBB, termasuik [ndonesia. Dari semuai:konvensi
te?sebut Indonesia telah menandatangani dan me%afifikasi:
konvensl konvensi mengénai hak'“ hak politik (yaituzdengan uu
No.&6d tahun 1958) dan konvensi no.100 mengenai'upah%y%ng sama
bagi buruh pria dan buruh wanita untuk pekerjaan Y%nb sama,’
yaitu dengan WU ND.BO‘tahun 1957. | ﬁ

Isi .daﬁi Konvensi IL0O NO.100 tersebut memberikan arti.
yang penting bagi kepastian hak dan kedudukan bur@h: wanita;
dalam spal pemberisn upah, antara lain 3 | i

Pasal 1 | %
Uﬁtuk maksud konvensi ini
A Istilah "pengupahan” meliputi upah atau gaii'pggsa, pokok
atau minimum dan pendapata - pendapatan tambahéﬁ }“apapun
juga, yaﬁg harus dibayar secara langsung atgp tidak,
maupun  secara  tunali  atau dengan  barang oleﬁ;fmajikan
kepada burub berbubung dengan pekerjaan buruﬁ.

laky -~

b. Dengan istilan "pengupahan yang sama bagil buruh

laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama bilainya“
|

dimaksud nilay pemgupahaq vang diadakan tanpa di#krimina*

a1 berdasarkan jenis kelamin.

Pasal 2
1. Dengan jalan yang sepadan dengén cara yahg berlaéu: untuk
meﬁétapkan nilail péngupahan, tiap angaota harus dl‘_le-:af:ne.J't.Lkem'.4i
dén sekedar sesual dengan cara itu, menjamin 'peﬂaksanaan
asas pengupatan  yang sama bagil buruh  laki “ﬂaki dan

wanita untuk pekerjaan yvang sama nilainya untuk semua’



buruh.

Asas ini dapat dilaksanakan':

a. Dengan UU atau peratyran nasional
3. Oleh badan penetapan'upéh vang didirikan mé@urut pera-—

i

turan yang berlaku
c. Dengan perjanjian perburuhan
o D@nganrmengqabuﬁgkan cara -~ catra tersebut

|  Pasal 3
Dimarma tindakan demikian akan membantu pelakéanﬁan keten-—-
tuan konvensi ini, tindakan harus diambil untuk:&emajukan
perntlairan pekerjaan yang obyektif berdasarkan lpekerjaan'
yang diljalanikan,
Caré yang akan ditempuh dalam penilaian ini dapatidiputus
kan wleh pengussabha vang bertanggung jawab untuki menetap-
kan nilaz ﬁengupahan atau bila nilai pengupahan itu
qitetapkan dengan perjanjian perburuhan, olehi pihak -
pihak yang bersangkutan. ‘
Nilai pengupahan yang berlainan antara burubh vang tanpé
memandang Jjenis kelamin, sesual dengan perbedaan: sebagal
ditetapkan dengan Ipehilaian vbyektif demikian, dalam
pekarjaan yang akan dijalaﬁkan tidak akan diaﬁggﬁp, seba-
gayr bertentangan dengan aéaS pengupahan yahg sémé bagi
buruh  laki — laki dan wanita untuk_pekeriaaﬁ yéng sama

nilainya.

Dengan meratifikasi konvensi ILO tersebut pemerintah

Indonesia berupaya mewujudkan persamaan hak antara mria dan

wanita,khususnya dalam upaya meningkatkan kedudukan dan

memberikan kepastian hak bagi para buruh wanita.



3. Undang — Undang ‘Kerja No.12 Tahun 1948

Uﬁdang ~ undang kerja ini, sepertl tquantum dalam.
penjelasaﬁnya, dimaksudkan sebagai undang - undaﬁg:pdﬁok yang
memuat aturan dasar tentang pekerlaan anak, pekerjaan -orang'
muda, dan pekerjaan wanita, wak tu ‘kerja;w wak tu
lgtlréhat,tempat kerja; dan perumahan buruh. |

Undang - undang pokok ini dimgksudkan pula sebagai
guatu pernyataan palitiklsosial negara Indonesia yaﬁg menge-
ﬁai pekeriaan burub untuk menjamin‘éekerjaan dan penghidupan
vang layak ba@i buruh, Selar;s dengan pasal 27 ayat 2 Undang
- Undang Dasar 1%9435.3)

Sepertl - telah disebutkan diatas bahwa Undang - undang
kerja memuat aturan dasar tentang pekerjaan orang wanita,
dimana tujuan pengaturannya adalah untuk melindungi harkat
damn martabat kaum wanlta;khusuanya wanita pekerja;

i. Larangan Pekerijiaan Orang Wanits

Pertama - tama Undang - undang Kerja menetapkan bahwa
brang wanita tidak boleb menjalankan pekerjaan pada ~malam
ﬁari. Kecuali pekafjaah itu menurut sifat, tempat dan keadaan
cseharusnya dijalacnkan seorang wanlita. SBSelanjutnya dengén
peraturan ~ peraturan dapat dikecualikan dari larangan terse-—
“but  hal dimamna pekerjaan wanlita di mélam hari tidak dapat
ditindarkan berhubung‘dengan kepentingan atau kesejahteraan

Limlam .

3). Iman Soepomo, op.cit., hal.,22



Larangan wanita menjalankan pekerjaan pada malam hari

masih belum berlaku, Oleh karemna itu pembatasan pekerjaan.
wanita pada malam hari masih digunakan peraturan Maatrege-—

lenter Baperking van de Kinderarbeid en de Nachtarbeid van de.

Vrouwen (Peraturan tehtang Pembatasan Pekerjaan Wanita pada

Malam Hari).

LLarangan kedua adalah wahita tidak boleh ﬁenjalankan
pekerjaan didalam tambang, lohang di dalam tanah atau tempat
lain untuk mengambil logam dam bahan ~ bahan dari dalam tanah
{pasal B ayat 1). |

Larangan 1ini tidak berlaku terhadap orahng wanita vang
berhubung dengan pekerjaannya kadang - kadang harus.turun di
bagiran tambang d:i Bawah tanah darnt tidak melakukan . pekerjaan
dengan tangan. |

Jadi melakukan pekerjaan di pawah tanah téfapi“ tidak
untuk mengambill logam dan pahan dari dalam tanah tidak dila-
rang. _ : - e

.Larangan tersebuf telah dinyatakan berlaku untuk selu-
Srubt wilayah lndoneaia,dengan Peratﬁran Pemerintah No.4 Tahun
1951 .

Larangan ketiga adalh wanita tidak bogleh menjalankan
pekerjaan yang berbahavya baéi kesehatan dan  keselamatannya,
demikian juga pekerjaan bagil kesusilaannya (pasal 9).

Larangan ini masih belum diberlakukan,.

2. Pembatasan Pekerjaan Wanita Pada Malam Hari

“Undang - undang Kérja pada dasarnya melaréng secara
'_muflaklpgkerjaan orang wanita pada malam hari di Eeﬁua peru-
sahaan; 'yaitu perusahaan perindustrian, pertanian, pernia-
Qaaﬂ.dan tain -~ Jain, Malam hari adalah dari pukul 18.00

sampail U%.00.



Tidak demikian halnya dengan maatregelen yang hanya
membatasi pekerjaan wanita pada malam hari, tegasnya antara

pukul 10 malam dan pukul 5 pagi wanita tidak boleh menjalan-

karn pekerzaan di perusabhaan tertentu.

Dalam Undang »~ undang Kerja masih terdapat beberapa
ketentuan  yang semata - mata ditujukan bagili orang wanita.
KetentQan tersebut tidak semata - mata mengatur larangan atau
. pembatasan pekerjaan wanita, melainkan berdasarkan keadaan -
keadaan tertentd seorang wanita harus diberi istirahat ter-

tentu.

Disamping bermacam - macam istirahat yang berlaku bagi

semua  burubt, kbusus bagi buruh wanita diadakanm istirahat -

istirahat tertentu. Diantaranya sebagal berikut : .

1. Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari

pertama dan kedua waktu haid. Dalam Peraturan Pemerintah No.

7 Tahun 1948 pasal 1 ayat 2 ditentukan bahwa dalam menjalan-

kan aturan tersebut majikan dianggap tidak mengetahul tentang

keadan haid seorang buruh wanita, bila buruh tersebut tidak

memberitathukan hal itu kepadanya. Dengan demikian, dengan

adanya pémberitahuan 1tu maka majikan tidak boleh memaksa .

buruhnya untuk bekerja. Dan ini berarti pula bahwa buruh

wanita memilik: kebebaszan untuk secara sukarela atas kemauan

sendiri melakukan pekerjaan atau tidak. Yang sering menjadi— |

kan ketidak puasan buruh wanita adalah adanya pérugahaan yang
memotong upabh mereka bila burubh wanita tersebut mengamBil hak
ccutl ﬁérd. |

7. Buruh wanits harug diberi istirahat selama satu Setengah

bulan - setelah melahirkan anak atau Ququr kandungan. Dalam

Peraturan Pemerintabh No. 7 Tahun 1948 ditetapkan kepada buruh



kan

[
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wanita yang mengambil hak istirabat melahirkan

melahlrkan dengan upah penuh ini menimbulkan keseganan
pihak  majzrkan untuk mempekerjakan wanita yang

mendorongnya  uwuntuk  melarang buruh wanita kawin

sering menjadikan buruh wanita merasakan aganvya

giskriminasi
hak atas persamaan hak

untuik mendapatkan pekerjaan yang lavak
bagi kemanusiaan.

KESIMPULAN

Perhatian pemerintah lndonesia akan arti penting kedu-
dukamn  dan bhak ~ hak kaum wanita khususnya para burubh wanita

sebenarnya sudah cukup baik. Terbukti dengan diratifikasinya

konvensi L0 tentang persamaan hak antara burubh laki - laki

dan buruh wanita, dan dibuatnya'berbagai peraturan perundan-

gan mengenal kedudukan burubh wanita.

Kedudukan buruh wanita dilihat dari sudut peraturan.

yang ada memang sudah tukup kuat. Tentang hak - hak apa saja
yang memang seharusnya diperoleh sudah tegas ~ tegas digaris-
dalam Undang - undang Kerja. Demikian juga dengan sikap

pemerintah yvang nyata ~ nyata menjamin fhak - hak asasi bagi

warga negaranya tanpa membedakan hak antaka kaum pria dan
kaum waniltanya.

. N
'

WY rman SOenome, ogp.c1t., hal.l06

anak harus’
diberi upah penuh. Menuru£ Frof. {man Saepoma; Sh, Istirahati
pada?
bersuami ‘dan-}

atau untuk
memberhbentikan buruh wanlta yang mempunyai suami..4) ini vyang



Namun dari beberapa peraturan perundangan sepertl yang!

telah diuraikan dalam pembahasan diatas, masih banyak terda-—.

pat celah - celah yahg digunakan oleh pengusaha atau pihaki

maiikan untulk memtedakan keduadukan buruh wanita dengan buruh:
arsa, Separti adanya praktek cuti haird, menyebabkan pengusaha‘

@nggan untuk mempekerjakan burub wanita. Juga adanya peratu-

ran perusahaan  vyvang memotong upah buruh wanita bila buruh

tersebut mengambil hak cutl haid.Demikian Juga halnya dengan

atlanya peraturan pemerintah yvang mengharuskan pemberian  upah
penuh  bagl Braruby yvang cuti hamil, menyebabikan pengusaha
mztwzlak burub wangta yvang sudah bersuaml atau melarang buruh

wartLta untul menikah,

Berdasarkan kenyataan 1tu, kFedudukan buruh wanita yang

kuat sdlit wuntuk didapatkan meskipun sebenarnya sudah banyak

sekall peraturan perundangan yvang memberikan kedudukan maupun

‘hak yang Jjelas bagil buruh wanita.

Untuk 1tu perlu kiranya penberlakuan peraturan perun-

dangan  tentang  hak dan kedudukan buruh wamita vyang tegas
disertal dengan sanksl

zanksl vang tegas pula bagli pelang-

Harnya.
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